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ABSTRAK 

 

ANALISIS PEMBATALAN HAK CIPTA TERDAFTAR 

TERHADAP SENI GAMBAR LOGO SERIKAT BURUH SEJAHTERA 

INDONESIA (SBSI) (STUDI PUTUSAN : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 

NOMOR 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016) 

 

Oleh : 

Benny Agung Prabowo 

 

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta sehingga patut untuk dilindungi. 

Pelanggaran hak cipta menimbulkan kerugian kepada pencipta baik moril dan juga 

materiil. Dugaan kerugian atas pelanggaran hak cipta harus dibuktikan di Pengadilan 

Niaga melalui proses persidangan. Upaya hukum dapat diteruskan di Mahkmah 

Agung melalui pengajuan kasasi, bahkan bisa dilakukan upaya hukum luar biasa 

seperti mengajukan peninjaun kembali.  Salah satu sengketa mengenai hak cipta 

yaitu sengketa proses pembatalan hak cipta terdaftar terhadap seni gambar logo 

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi 

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI) sebagai pemohon peninjauan 

kembali dan Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A sebagai termohon peninjauan 

kembali dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2014. 

Permaslahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses pembatalan hak cipta 

seni gambar logo SBSI, pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung 

Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, dan apa akibat hukum pembatalan terhadap hak 

cipta seni gambar logo SBSI. 

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan judicial 

case study. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan data yang 

digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen.  

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses pembatalan hukum hak 

cipta seni gambar logo terdaftar Serikat Buruh Sejahtera Indonesia berawal ketika 

Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan 

nomor perkara 01/Pdt-Sus/HakCipta/PN Niaga Jkt. Pst, Rekson Silaban mengajukan 

kasasi dengan Nomor perkara 444/K/Pdt-Sus-HKI/2013. Dr. Muchtar Pakpahan, 

S.H., M.A melakukan gugatan kembali dengan nomor perkara 69/PDT.SUS-

HAKCIPTA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST berlanjut ke kasasi dengan perkara nomor 

378 K/Pdt.Sus-HKI/2016, DEN KSBSI mengajukan permohonan peninjauan 

kembali dengan nomor perkara 75 PK/Pdt.Sus-Ha3KI/2016. Bukti-bukti yang 

diajukan dalam permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagi 

novum yang dapat membatalkan putusan Judex Juris. Akibat hukum nya berupa 

legitimasi terhadap termohon peninjauan kembali Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A 



sebagai pencipta seni gambar logo SBSI, KSBSI dan 10 (sepuluh) Federasi Buruh 

yang tergabung di dalamnya tidak lagi dapat menggunakan seni gambar logo SBSI 

tersebut dalam aktivitas organisasinya tanpa mendapatkan izin lisensi dari pencipta 

logo tersebut. 

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Agung, Hak Cipta, Seni Gambar Logo 

SBSI dan Peninjauan Kembali. 

Benny Agung Prabowo 
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1. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari Intellectual Property 

Right (IPR) yang dideskripsikan sebagai hak yang timbul karena kemampuan 

intelektual manusia. Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa 

karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, 

waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah 

dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati.1 Hak 

kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber 

dari haasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang 

menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial atau benda tidak berujud.2  

 

Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang 

diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun 

penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil olah otak itu 

kemudian dirumuskan sebagai intelektulitas. Munir Fuady mengungkapkan, hak 

kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas 

                                                           

  
1
 Afrillyana Purba, et.al., 2005, TRIP’s-WTO & Hukum HKI Indonesia, PT. Rineka 

Cipta, Jakarta, hlm. 12. 

 
2
 OK. Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Right), 

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9. 
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benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak 

cipta, paten, merek, dan lain-lain. 

 

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki 

ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, 

seni dan sastra (artandliterary) yang di dalamnya mencakup pula program 

komputer. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu dalam 

bidang pengetehuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan 

tertentu.3  

 

Ditingkat internasional hak cipta juga diberikan perlindungan, yaitu diantaranya 

dalam perjanjian internasional seperti Bern Convention, The Universal Copyrights 

Convention dan The TRIPs Agreement. The TRIPs Agreement tercantum dalam 

perjanjian multilateral GATT/WTO yang diikuti oleh Indonesia, yang mana 

tujuan dari perjanjian The TRIPs Agreement untuk melindungi dan menegakkan 

hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta 

penyebaran teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi 

serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.4 Perjanjian tersebut 

memungkinkan negara-negara anggotanya untuk menyediakan perlindungan yang 

lebih luas terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berlaku juga bagi 

Indonesia, dalam hal ini dapat diartikan bahwa negara-negara yang menjadi 

anggota perjanjian tersebut dapat mengatur dan membuat sendiri ketentuan-

                                                           
3
 Munir Fuady, 2011,  Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,  hlm. 

208. 

4
 Budi Agus Riswandi, 2009, Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan 

Permasalahannya Di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 23. 
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ketentuan dan pembatasan-pembatasan hak cipta sesuai dengan kebijakan 

pemerintah di negaranya.  

 

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur 

bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

 

Hak cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. Sebelumnya Undang-Undang ini telah dilakukan beberapa kali 

pembaharuan. Dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 

berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang kemudian harus 

dilakukan pembaharuan sebagai bentuk konsekuensi yuridis keikutsertaan 

Indonesia dalam perjanjian multilateral GATT/WTO, sehingga melahirkan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Pembaharuan masih 

berlanjut hingga melahirkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, sampai 

dilakukan pembaharuan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 yang masih berlaku sampai sekarang ini. 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa ada 

objek ciptaan yang dilindungi dan objek ciptaan yang tidak dilindungi. Pada Pasal 

40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di sebutkan diantaranya 

ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta yaitu ciptaan dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri atas: 
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1. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil 

karya tulis lainnya; 

2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; 

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

4. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks; 

5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim; 

6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, seni 

pahat, patung, atau kolase; 

7. Karya seni terapan; 

8. Karya arsitektur; 

9. Peta; 

10. Karya seni batik atau seni motif lain; 

11. Karya fotografi; 

12. Potret; 

13. Karya sinematografi; 

14. Terjemahan, tafsir, saduran, Bungan rampai, basis data, adaptasi, aransemen, 

modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 

15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi 

budaya tradisional; 

16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan 

program computer maupun media lainnya; 

17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan 

karya yang asli; 
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18. Permainan video; dan 

19. Program komputer. 

 

Ciptaan-ciptaan sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tersebut sudah dijamin mendapatkan perlindungan hak cipta. 

Sedangkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

memuat terkait ciptaan yang tidak di lindungi hak cipta meliputi: 

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; 

2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data 

walaupun telah diungkapkan, dinyatakan. Digambarkan, dijelaskan, atau 

digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan 

3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan 

masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan 

fungsional. 

 

Hal-hal tersebut perlu diatur agar tidak timbul problematika terkait munculnya 

tuntutan akan perlindungan hak cipta, yaitu objek mana yang pada dasarnya dapat 

dilindungi dan tidak dapat dilindungi. Disamping itu untuk menghindari tumpang 

tindih pengakuan atau klaim diantara pihak-pihak yang merasa dirinya berhak atas 

hak cipta suatu karya cipta atau produk. Perlindungan hak cipta atas suatu karya 

atau produk ini juga berkaitan erat dengan jangka waktu perlindungan yang 

diberikan. Karena dari jangka waktu tersebut dapat ditentukan berlakunya hak 

cipta sejak dan sampai kapan berakhir. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait dengan masa berlaku hak 
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ekonomi atas suatu ciptaan, yaitu perlindungan hak cipta yang meliputi ciptaan 

berupa: 

1. Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya; 

2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; 

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 

5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 

6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, kaligrafi, seni 

pahat, patung, atau kolase; 

7. Karya arsitektur; 

8. Peta; dan 

9. Karya seni batik atau seni motif lain. 

 

Jangka waktu perlindungan hak cipta terkait dengan hak ekonomi terhadap karya-

karya tersebut yaitu selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh 

puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari 

tahun berikutnya. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 40 Undang-undang 

Hak Cipta yang menyebutkan objek-objek apa saja yang dapat dilindungi hak 

cipta didalamnya disebutkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur 

terkait perlindungan terhadap karyagambar seni logo dan lagu/atau musik. 

 

Pelanggaran terhadap karya cipta masih sering kita temui. Padahal, dalam 

pelanggaran hak cipta baik secara langsung maupun tidak langsung akan 

menimbulkan kerugian bagi si pencipta dan bagi orang yang memasarkan hak 
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cipta tersebut. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara dan upaya yang 

dilakukan para pelaku penyalahgunaan dari hak cipta tersebut.   

 

Hak cipta timbul secara otomatis mengandung arti bahwa secara bersamaan ketika 

sebuah ciptaan sudah jadi dalam bentuk material, diumumkan, dan dapat 

diperbanyak maka secara otomatis sudah melekat hak cipta tanpa harus 

didaftarkan oleh penciptanya, hal tersebut dikenal sebagai asas deklaratif. Pada 

umumnya, pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya. 

Pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta. 

Pencipta dimungkinkan untuk tidak selalu jadi pemilik hak cipta itu sendiri. Itu 

terjadi karena berlihnya hak cipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut 

yang dilakukan pencipta melalui peroses penyerahan (assignment) atau pemberian 

(licensing) lisensi kepada seseorang.  

 

Tidak ada ketentuan di Indonesia yang mewajibkan pendaftaran ciptaan untuk 

mendaptkan hak cipta. Hal ini juga diperjelas dengan pengaturan dalam Pasal 64 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang 

menyatakan “Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait bukan merupakan 

syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.” Meskipun demikian 

pendaftaran dapat dilakukan secara sukarela.  

 

Bagi pencipta dan pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya, dapat 

menjadikan surat pendaftaran ciptaanya, sebagai alat bukti awal di pengadilan bila 

dikemudian hari timbul sengketa mengenai ciptaannya tersebut. Manfaat lain 

pendaftaran hak cipta yaitu tetap dianggap sebagai pencipta sampai ada pihak 

yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Beban pembuktian di 
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pengadilan pada pundak pihak lain, bukan pada pundak pihak yang telah 

mendaftarkan hak cipta.5 Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomot 18 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta “Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) 

dan ayat 2 serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhal atas Hak Cipta 

dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.” Pasal 97 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta “Dalam hal Ciptaan 

telah dicatat menurut ketentuan pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan 

dapat mengajukan gugatan pembatalan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan 

melalui pengadilan Niaga.” 

 

Kasus hak cipta seni gambar logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 

dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 dimana Dr. 

Muchtar Pakpahan, S.H., M.A sebagai pencipta seni gambar logo Serikat Buruh 

Sejahtera Indonesia (SBSI) dalam pertemuan buruh nasional di Wisama 

Cipayung, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 24-16 April 1992 dengan bukti-bukti 

yang ada. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta “Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri 

atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” 

 

Sejak tercipta, seni gambar logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) tidak 

di daftarkan oleh Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A ke Direktorat Jendral Hak 

Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. Pada tahun 2004 setelah 

bentuk oragnisasi berubah dari unitaris menjadi konfederasi barulah seni gambar 

logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di daftarkan ke Direktorat Jendral 

                                                           
5
 Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta,  hlm. 199.  
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Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI oleh rekan 

organisasi Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A yaitu Rekson Silaban. Rekson 

Silaban yang menjabat sebagai ketua umum Konfedrasi Serikat Buruh Sejahtera 

Indonesia (KSBSI) mendaftarkan seni gambar logo Serikat Buruh Sejahtera 

Indonesia (SBSI) ke instansi terkait tanpa ada koordinasi dengan Dr. Muchtar 

Pakpahan, S.H., M.A selaku pencipta dan pemegang hak ciptanya. Permohonan 

tersebut telah di daftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan dibawah Nomor 028742 

dengan judul “Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia” Rekson Silaban 

sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas seni gambar logo Konfederasi 

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). 

 

Tahun 2011 Rekson Silaban mengalihkan hak cipta atas seni gambar logo tersebut 

kepada Mudhofir, S.H yang menjabat sebagai presiden Dewan Eksekutif Nasional 

Konfedrasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI).  Dr. Muchtar 

Pakpahan, S.H., M.A baru mengetahui bahwa seni gambar logo Serikat Buruh 

Sejahtera Indonesia (SBSI) telah didaftarakan oleh Rekson Silaban pada tahun 

2013 ketika ia ingin mendaftrakan seni gambar logo Serikat Buruh Sejahtera 

Indonesia (SBSI) ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen 

Hukum dan HAM RI namun ditolak karena sudah terdaftar. 

 

Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A melakukan upaya hukum dengan menggugat 

Rekson Silaban di Pengadilan Niaga dalam proses persidangan tergugat 

bertambah diantaranya Dewan Eksekutif Nasional Konfedrasi Serikat Buruh 

Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI) diwakili oleh Mudhofir, S.H dan Eduard P. 

Marpaun S.E selaku Presiden dan Plt. Sekertaris Jendral Dewan Eksekutif 
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Nasional Konfedrasi Serikat  Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI) dan  10 

(sepuluh) Federasi Buruh lainnya yang tergabung dalam Konfedrasi Serikat Buruh 

Sejahtera Indonesia (KSBSI) sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu 

Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat melawan Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., 

M.A sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat. 

 

Selain logo yang telah di daftarkan oleh Rekson Silaban juga, Mars Perjuanagan 

Serta Selogan Tri Dharma SBSI pun digunakan oleh KSBSI tanpa seizin dari Dr. 

Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. Pelanggaran hak cipta yang telah dilakuan oleh 

Rekson Silaban, Dewan Eksekutif Nasional Konfedrasi Serikat Buruh Sejahtera 

Indonesia (DEN KSBSI) diwakili oleh Mudhofir, S.H., dan Eduard P. Marpaung 

S.E  selaku Presiden dan Plt. Sekertaris Jendral Dewan Eksekutif Nasional, dan  

10 (sepuluh) Federasi Buruh lain nya yang tergabung dalam  Konfedrasi Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) terhadap DR. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A 

yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga dan juga Mahkamah Agung dengan 

berkekuatan hukum tetap. Karena itu diperlukan langkah praktis yang diperankan 

oleh seluruh elemen dalam menciptakan perlindungan terhadap pencipta dan 

pemegang hak cipta atas ciptaannya. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan  penelitian 

dalam judul “Analisis Pembatalan Hak Cipta Terdaftar Terhadap Seni 

Gambar Logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) (Studi Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)” 
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

 

1. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah Proses Pembatalan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Gambar 

Logo sesuai peraturan tentang Hak Cipta ? 

b. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 ? 

c. Apa Akibat Pembatalan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Gambar Logo 

Tersebut ? 

 

2. Ruang Lingkup  

Ruang Lingkup Keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum perdata, khususnya 

Hak Kekayaan Intelektual, mengenai Hak Cipta dan untuk menjawab 

permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti membatasi pembahasan 

mengenai proses pembatalan hak cipta seni gambar logo sesuai aturan tentang hak 

cipta dalam studi putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui dan memahami Proses Pembatalan Hukum Terhadaftar Hak 

Cipta Seni Gambar Logo berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta. 

b. Memahami dan menganalisis argumentasi hakim dalam memutus sengketa 

hak cipta dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016. 
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c. Memahami dan menganalisis akibat dari pembatalan hukum terhadap Hak 

Cipta Seni Gambar Logo tersebut.  

 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan mengenai 

Proses Pembatalan  Hukum Terdaftar Hak Cipta Seni Gambar Logo sesuai 

peraturan tentang Hak Cipta. 

b. Dari sisi praktis, sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan 

hukum bagi peneliti khususnya menganai Hak Cipta. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Hak Cipta Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual 

 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan 

terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan 

intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-

karya intelektual tersebut, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau pun 

teknologi, yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu bahkan biaya. 

Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi 

memiliki nilai.6  

 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga merupakan hak privat dimana seorang 

Pencipta/Penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan 

pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para 

pelaku HKI (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai 

penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang 

untuk mengembangkan lebih lanjut.7 

 

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang 

bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio 

                                                           
6 Tim Lindsey & Eddy Damian. et.al., 2013,  Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, 

PT. Alumni, Bandung,  hlm. 2-3.  
7
 Iswi Haryani, 2010, Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang 

Benar, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.16. 
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manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak 

berwujud.8 Hanya beberapa orang saja yang mampu menggunakan nalarnya 

dengan maksimal sehingga mampu untuk memiliki hak kekayaan intelektual, 

maka dari itu hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif. 

 

Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada 

individu pelaku HKI (pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksud 

sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitasnya) nya dan agar orang lain 

terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI 

tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Selain itu, 

sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk 

kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya 

lain yang sama dapat dihindarkan. Melalui dukungan dokumentasi yang baik 

tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik untuk 

keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai yang 

lebih tinggi. 

 

Landasan penghargaan terhadap HKI adalah perlindungan hukum terhadap hak 

kekayaan intelektual itu sendiri. Tidak semua orang dapat memperoleh HKI, 

hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memperolehnya dimana dalam proses 

mendapatkannya pelaku HKI menghabiskan tenaga, pikiran, waktu dan bahkan 

biaya. Maka dari itu, sudah sewajarnya perlindungan hukum diberikan kepada 

pelaku HKI itu sendiri. Negara mempunyai peran yang penting dalam hal 

melindungi HKI seseorang, khususnya perlindungan melalui hukum. Melalui 

                                                           
8 OK. Saidin, op.cit., hlm 23  
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kerangka hukum yang tepat, negara dapat memaksimalkan perlindungan terhadap 

pelaku HKI. 

 

Kerangka hukum menjadi sangat penting dikarenakan menjadi landasan 

perlindungan hukum terhadap HKI. Bukan hanya kerangka hukum nasional 

bahkan juga kerangka hukum internasional. Masuknya HKI dalam aspek hukum 

perdagangan membuat perlindungan terhadap HKI menjadi lebih diperhatikan. 

World Trade Organisation (WTO) adalah organisasi perdagangan dunia yang 

berperan besar membuat HKI menjadi sebuah produk komersial yaitu dengan 

dimasukkannya HKI dalam aspek perdagangan. Terbukti dalam agendanya, salah 

satu persetujuannya yaitu tentang HKI telah disetujui secara bersama oleh negara-

negara yang tergabung dalam WTO yaitu TRIPs. Indonesia sebagai salah satu 

negara yang tergabung dalam WTO tersebut juga telah menyetujui bersama 

dengan negara lain yang tergabung dalam WTO untuk menyetujui persetujuan 

TRIPs tersebut. Sehingga terdapat dua segi norma mengenai HKI yaitu norma 

nasional dan norma internasional. Karena pada dasarnya ketika membahas 

mengenai HKI tidak cukup apabila dilihat hanya dari segi normatif suatu negara 

tertentu, namun harus juga dilihat dari segi norma internasional. 

 

Negara-negara yang telah menyetujui kesepakatan internasional, harus pula 

menyesuaikan peraturan-peraturan dalam negerinya khusunya tentang HKI 

dengan peraturan internasional yang dalam kerangka WTO adalah persetujuan 

TRIPs tersebut, sebagai salah satu dari final act embodying the uruguay round of 

6 
Direktorat Jendral HKI dan Kemenkumham R.I., Buku Panduan Hak 

Kekayaan Intelektual, hlm iii 

7 OK. Saidin, Op.Cit., hlm 9 
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multilateral trade negotiation, yang ditandatangani di Marakesh, pada bulan april 

1994 oleh 124 negara dan 1 wakil dari masyarakat ekonomi eropa.9 

 

Akibatnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Indonesia tidak dapat 

membuat peraturan yang berlawanan dan keluar dari norma-norma yang telah 

ditentukan dalam TRIPs, serta menyesuaikan kembali peraturan-peraturan dalam 

negeri yang belum sesuai dengan persetujuan TRIPs. 

 

TRIPs Agreement memiliki tiga prinsip pokok. Pertama adalah menetapkan 

standar minimum perlindungan dan penegakan HKI bagi negara-negara peserta 

penandatangan TRIPs Agreement. Termasuk di dalamnya adalah hak cipta (dan 

hak terkait lainnya), merek, indikasi geografis, disain industri, paten, tata letak 

sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Poin yang penting untuk diperhatikan ialah 

bahwa ini merupakan standar minimum. Tidak ada larangan bagi negara-negara 

tersebut untuk menetapkan standar yang lebih tinggi. Kedua ialah bahwa tiap-tiap 

negara harus saling melindungi HKI warga negara lain, dengan memberikan 

mereka hak seperti yang tertuang dalam TRIPs Agreement. Prinsip ini dikenal 

dengan prinsip “national treatment”. Ketiga, negara peserta tidak boleh 

memberikan perlakuan yang lebih merugikan kepada warga negara dari negara 

lain dibandingkan dengan perlakuan pada warga negara sendiri. Lebih lanjut, 

prinsip “the most favoured nation” berlaku di sini, yang artinya bahwa hak apapun 

                                                           
9 Arif Lutviansori, 2010, Hak Cipta Dan Perlindungan Folklore Di Indonesia, Graha 

Ilmu, Yogyakarta,  hlm. 67. 
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yang diberikan kepada warga negara dari suatu negara, harus juga diberikan 

kepada warga negara dari negara lain.10 

 

Persetujuan TRIPs menjadi kerangka hukum yang sangat penting bagi negara-

negara yang tergabung dalam WTO dalam hal perlindungan HKI khususnya 

negara Indonesia. Akibat hukum dari keikutsertaan tersebut mengharuskan 

Indonesia untuk menganulir ketentuan TRIPs kedalam peraturan hukum nasional 

Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan mengenai pengklasifikasian 

bidang-bidang HKI. Pengklasifikasian HKI di Indonesia yang telah disesuaikan 

dengan standar yang ada pada TRIPs Agreement dapat dilihat sebagai berikut :  

1. Hak cipta dan hak terkait 

2. Paten 

3. Merek 

4. Desain  industry 

5. Desain tata sirkuit terpadu 

6. Rahasia dagang 

7. Perlindungan varietas tanaman.11 

 

Hak cipta merupakan salah satu dari klasifikasi HKI yang diatur di Indonesia. 

Sebagai bagian dari HKI, hak cipta merupakan bagian yang cakupannya cukup 

luas dibandingkan dengan bagian HKI yang lainnya. Hak cipta juga sudah 

mengalami berbagai perubahan dalam hal regulasi. Sejarah perkembangan 

perjalanan hak cipta sebagai sebuah aturan regulasi yang ada di Indonesia sendiri 

                                                           
10 Tonny H. Soerojo, TRIPs dan Pengaruhnya Bagi Peraturan Perundang-undangan 

Indonesia, https://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/18/trips-dan-pengaruhnya-bagi-peraturan-
perundang-undangan-indonesia/. Diakses pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 14.33 WIB. 

11 Aunur Rahim Faqih, et.al., 2010,  HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI, Graha ilmu, 
Yogyakarta, hlm. 12. 

https://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/18/trips-dan-pengaruhnya-bagi-peraturan-perundang-undangan-indonesia/
https://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/18/trips-dan-pengaruhnya-bagi-peraturan-perundang-undangan-indonesia/
https://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/18/trips-dan-pengaruhnya-bagi-peraturan-perundang-undangan-indonesia/
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telah melalui sejarah yang cukup panjang. Di Indonesia, pengaturan hak cipta 

sudah lama dikenal dan dimiliki sebagai hukum positif sejak zaman Hindia 

Belanda dengan berlakunya auteurswet 1912.  

 

Setelah Indonesisa merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 ini kemudian masih 

dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan perlihan yang terdapat dalam pasal II 

Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara 

Repulik Indonesia Serikat danPasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 

Pemberlakuan Auteurswet 1912 ini sudah tentu berlaku hanya sementara.12 

 

Tahun 1982, disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta 

sebagai pengganti auteurswet 1912. Undang-undang ini diganti dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang Undang Nomor 

19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta 

(UUHC) dan kembali lagi berubah serta berlaku saat ini  adalah Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 yang disahkan pada bulan Oktober tahun 2014. 

 

Hak cipta merupakan satu bagian dari hak kekayaan intelektual (Intelectual 

property rights). Selain hak cipta, hak kekayaan intelektual lainnya mencakup hak 

paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit, rahasia dagang dan 

varietas tanam. Secara umum, dalam ensiklopedia pun disinggung mengenai 

masalah hak cipta ini. Hak cipta dalam ensiklopedia ini diartikan sebagai hak 

eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Pada dasarnya, hak cipta merupakan 

“hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan 

                                                           
12

 Suyud Margono, 2010, Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Harmonisasi 

Ketentuan World Trade Oraganization/ WTO-Trips Agreement, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 57. 
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pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu 

ciptaan.13 

 

Hak cipta juga berarti hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut dan 

dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya, maka 

hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapa pun yang mempunyai 

hak itu dapat menuntut setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan 

demikian suatu hak absolut memiliki segi balikannya (segi pasif), yaitu bahwa 

bagi setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Sifat 

hak cipta adalah bagian dari hak milik yang abstrak (incorporeal property), yang 

merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja dari gagasan serta hasil 

pikiran.14  

 

Pengertian hak cipta yang terdapat dalam undang-undang hak cipta yaitu Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Angaka 1 bahwa : 

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Prinsip deklaratif yang terdapat dalam penjelasan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut merupakan suatu 

doktrin yang digunakan untuk memproteksi hak cipta. Suatu ciptaan sudah 

mendapatkan perlindungan hukum sejak ciptaan tersebut selesai dibuat, dan dapat 

diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain (first to publish) yang menimbulkan 

                                                           
13

 Arif Lutviansori, loc. cit., hlm. 67.  
14

 Muhammad Djumhana &  R. Djubaedillah, 2003, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, 

dan Prakteknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,  hlm. 56. 
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kepemilikan hak bagi Pencipta ataupun Pemegang Haknya. Dalam arti luas 

ketentuan kepemilikan suatu ciptaan tidak ditentukan oleh adanya regristrasi, 

karena suatu karya cipta tersebut sudah mendapatkan perlindungan sejak pertama 

kali diumumkan. Pada dasarnya hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan 

kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya cipta yang telah dalam 

bentuk nyata, yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya 

diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga tidak ada pihak 

lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang 

hak cipta. 

 

Hak eksklusif sendiri sebenarnya terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Tidak 

semua hak eksklusif (hak moral & hak ekonomi) tersebut didapatkan, hanya 

pencipta saja yang memungkinkan mendapatkan keduanya secara bersama-sama. 

pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak 

eksklusif tersebut yaitu berupa hak ekonomi. Sedangkan hak moral adalah hak 

yang melekat dengan diri pencipta. Pertama, mengenai hak moral, konsep hak 

moral ini lebih diarahkan kepada hak yang melindungi kepentingan pribadi 

pencipta, sehingga hak moral diartikan sebagai hak pencipta untuk melarang atau 

memberi izin kepada pihak lain untuk menambah atau mengurangi isi ciptaan. 

Maksud yang sama dengan versi yang berbeda juga disampaikan oleh tim Lindsey 

dkk. Menurut tim Lindsey dkk, hak moral adalah hak pribadi pencipta untuk dapat 

mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta atas 

karya tersebut.15 

 

                                                           
15 Arif Lutviansori, op.cit., hlm. 73. 
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Hak kekayaan intelektual di era global membagi hak moral dalam dua bagian 

yaitu :  

1. Hak untuk diakui sebagai pencipta (authorship right atau paternity right) 

2. Hak keutuhan karya (the right to protect the integrity of the work).16 

 
Hak eksklusif yang selanjutnya selain hak moral adalah hak ekonomi. Hak ekonomi 

ini diartikan sebagai sebuah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil 

mengkomersialkan hasil ciptaannya. Hak ini lebih kepada hak untuk menjamin 

bertambahnya nilai ekonomis pencipta dan adanya pendistribusian atau eksploitasi 

dari hasil ciptaannya.17 Pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi 

untuk memproduksi karya dalam segala bentuk, mengedarkan perbanyakan karya 

kepada publik, menyewakan perbanyakan karya, membuat terjemahan atau 

adaptasi, mengumumkan karya kepada publik.18 Dimana ketika setiap orang yang 

ingin melaksanakan hak ekonomi tersebut harus mendapatkan izin tertulis dari 

pencipta atau pemegang hak cipta baik itu dengan akta notaris atau tidak dan izin 

tertulis tertulis tersebut lazimnya dinamakan dengan lisensi hak cipta. 

 

B. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta 

 

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  

dijelaskan bahwa : 

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. 

 

                                                           
16 Tommy Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Graha 

ilmu, Yogyakarta, hlm. 88. 
17 Arif Lutviansori, op.cit., hlm. 74. 
18

 Tomy Suryo Utomo, op.cit., hlm. 89. 
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Suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi tersebut dihasilkan atas insipirasi 

yang dimiliki dan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, 

keterampilan, atau keahlian si Pencipta. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa ada dua macam 

Pencipta, yaitu terdiri dari seorang atau beberapa orang. Hal tersebut berarti 

subyek hukum yang bisa diberikan perlindungan hak cipta dapat bersifat 

perorangan ataupun badan hukum. Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh 

beberapa orang (joint works) maka yang diakui sebagai Pencipta adalah ketua tim 

atau orang yang memimpin atau yang mengawasi pekerjaan atau orang yang 

menghimpun ciptaan tersebut.19 
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:
 

(1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan 

oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang 

yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. 

(2) Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh 

Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap 

sebagai Pencipta yaitu orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak 

mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya. 

Orang yang diakui hanyalah orang yang memimpin, mengawasi dan menghimpun 

ciptaan, maka sifatnya adalah perorangan. Sedangkan sebuah karya cipta bisa 

dimungkinkan dimiliki oleh badan hukum, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 

37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu: 

                                                           
19 Khoirul Hidayah, 2012, Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, UIN-

Maliki Press, Malang, hlm. 45.
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Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, 

Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum 

tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap 

sebagai Pencipta yaitu badan hukum.  

 

Pencipta suatau ciptaan merupakan Pemegang Hak Cipta atas ciptaannya. Dengan 

kata lain, Pemagang Hak Cipta adalah Pencpta itu sendiri sebagai pemilik hak 

cipta. Tetapi pencipta dimungkinkan untuk tidak selalu jadi pemilik hak cipta itu 

sendiri. Itu terjadi karena beralihnya hak cipta kepada orang lain yang menerima 

hak tersebut yang dilakukan Pencipta melalui proses penyerahan (assignment) 

atau pemberian lisensi (licensing) kepada seseorang.20 

 

Peralihan hak cipta melalui perjanjian lisensi tersebut menimbulkan kewajiban 

bagi pihak penerima lisensi untuk membayar sejumlah royalti kepada Pencipta 

selaku pemberi lisensi. Pemegang hak cipta dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu: 

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang 

menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima 

lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. 

 

Pencipta sudah tentu menjadi pemilik atas seluruh hak eksklusif (hak moral dan 

hak ekonomi) ketika ciptaannya itu diwujudkan dalam bentuk nyata kecuali 

setelahnya diperjanjikan lain atau sebab tertentu yang menyebabkan hak 

eksklusifnya itu beralih kepada orang lain sedangkan pemegang hak cipta 

meskipun ia memiliki hak eksklusif, namun ia tidak mempunyai hak moral atas 

                                                           

 20 Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult- Tomi Suryo Utomo, op.cit., hlm. 110.
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ciptaan tersebut melainkan hanya hak ekonomi atas ciptaan tersebut, karena hak 

moral selalu melekat kepada diri pencipta.  

 

Penentuan mengenai siapa yang dimaksud sebagai pencipta lebih dirujukkan pada 

pedoman yang tertulis secara formal. Ini berarti, diluar itu perlu diberi rambu atau 

arahan bagi pembuktiannya. Misalnya, apabila terjadi sengketa mengenai 

kepemilikan hak cipta, maka yang pertama-tama digunakan sebagai rujukan 

adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan atau yang 

namanya disebut dalam ciptaan yang juga menjadi rujukan adalah orang yang 

namanya diumumkan sebagai pencipta. Apabila pengadilan memperoleh bukti 

sebaliknya maka, anggapan hukum itu dianggap gugur, yang berlaku adalah 

putusan pengadilan.21  

 

Konteks persoalan sengketa logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), 

sekalipun Rekson Silaban namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan sebagai 

pencipta dan pemegang hak cipta. Apabila ada yang keberatan (DR. Muchtar 

Pakpahan, S.H., M.A) akan hal tersebut serta dapat membuktikan di pengadilan 

bahwa dia yang menciptakan logo tersebut. Maka, yang berlaku adalah putusan 

pengadilan. Karena setatus sebagai pencipta itu adalah hak moral yang melekat 

kepada seseorang/kelompok yang menciptakan karya itu. 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memuat 

ketentuan mengenai siapa yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu pada Pasal 31 

Undang-Undang Hak Cipta yang dianggap sebagai Pencipta adalah: 

                                                           
21

Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT. RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 65.
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a) Disebut dalam ciptaan; 

b) Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan; 

c) Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau 

d) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. 

 

Kecuali apabila terbukti sebaliknya, dalam hal orang yang melakukan ceramah 

dengan tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa 

penciptanya, maka orang itu bisa dianngap sebagai penciptanya. Dalam Pasal 1 

angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang 

dimaksud ciptaan adalah : 

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan 

sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, 

keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. 

 

Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Hak Cipta yang ada dalam Pasal tersebut 

ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang telah di 

materialkan.  

 

C. Ruang Lingkup Hak Cipta 

 

Mengacu pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta, maka ruang lingkup hak cipta terdiri dari 3 bidang yaitu bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra. Dari tiga bidang tersebut kemudian dimuat dan 

dirinci dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

menurut pasal tersebut ciptaan yang dilindungi hak cipta meliputi: 
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a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil 

karya tulis lainnya; 

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; 

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 

d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks; 

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim; 

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, seni 

pahat, patung, atau kolase; 

g. Karya seni terapan; 

h. Karya arsitektur; 

i. Peta 

j. Karya seni batik atau seni motif lain; 

k. Karya fotografi; 

l. Potret; 

m. Karya sinematografi; 

n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, 

modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 

o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi 

budaya tradisional; 

p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan 

program computer maupun media lainnya; 

q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan 

karya yang asli; 

r. Permainan video; dan 
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s. Program komputer. 

 

Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya memuat terkait ciptaan yang dilindungi, 

melainkan juga mengatur mengenai ciptaan yang tidak dilindungi oleh hak cipta 

yaitu pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

yang memuat ketentuan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta 

meliputi: 

a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata: 

 

b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data 

walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau 

digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan 

c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan 

masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan 

fugsional. 

 

Berdasarkan ketentuan diatas maka ruang lingkup perlindungan hak cipta tidak 

mencakup objek-objek yang telah ditentukan dalam pasal 41 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

 

Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 

“Pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo 

atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan 

barang/jasa atau digunakan sebgai lambang organisasi, badan usaha, atau badan 

hukum.” Berdasarkan peraturan tersebut, seharusnya seni gambar logo SBSI tidak 

dapat di daftarkan sebagai hak cipta di Kementrian Hukum dan HAM.   
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D. Karakteristik dan Prinsip Pengaturan Hak Cipta 

 

Karakteristik hak cipta terdapat pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ketentuan tersebut berisi: 

(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. 

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian 

karena: 

a. Pewarisan; 

b. Hibah;   

c. Wasiat; 

d. Perjanjian Tertulis; 

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan 

 

Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap 

barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.22 Suatu benda 

dihitung termasuk golongan benda yang bergerak bisa dikarena sifatnya atau 

karena ditentukan oleh undang-undang.  

 

Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, ialah benda yang tidak tergabung 

dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi 

misalnya barang perabot rumah (meubelair).23 Kebendaan bergerak menurut 

sifatnya juga dapat diartikan kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan.24 

Sedangkan tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah 

                                                           
22

 Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Sophar Maru Hutagalung, 

2012, Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 

hlm.15. 
23 Subekti, 1995,  Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta,  hlm. 62. 
24 Sophar Maru Hutagalung, 2012, Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam 

Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 15. 
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misalnya vruchtgebruik dari suatu benda yang bergerak, lifrenten, surat-surat sero 

dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, dan sebagainya. 

 

Sebaliknya dari penjelasan diatas merupakan pengertian benda tak bergerak/ 

benda tetap, seperti tanah serta benda materiil dan imateriil, misalnya hak cipta. 

Meski demikian, perlu diketahui hak absolut tidak hanya terdiri dari hak benda, 

dalam pengertian hak benda hanya sebagian dari hak absolut. Hak absolut 

merupakan hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum yang 

menimbulkan kewajiban pada setiap orang untuk menghormati hubugan hukum 

itu. Hak absolut lainnya yang tidak terdapat dalam Kitab-Undang-Undang Hukum 

Perdata, antara lain:25 

a. Hak Cipta 

b. Hak Merek 

c. Oktrooil/Paten 

 

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta, maka dapat diketahui bahwa di dalam hak cipta 

terkandung ide dan konsepsi hak milik ia dilindungi dalam haknya terhadapsiapa 

saja yang merupakanhak absolute. Ancaman pidana pada pasal 112 sampai pasal 

119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pertanda ada hak 

absolute dalam hak cipta. Maka diketahui bahwa pada dasarnya hak cipta jelas 

merupakan benda bergerak yang ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang 

yang mengatur terkait benda bergerakyang ditetapkan oleh undang-undang adalah 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAPER) Pasal 511 yang berbunyi : 

                                                           
25 Sophar Maru Hutagalung , op.cit., hlm. 18. 
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Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan oleh undang-undang 

adalah : 

a. Hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak; 

b. Hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus, maupun 

bunga cagak hidup; 

c. Perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau 

mengenai barang bergerak; 

d. Bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan 

perdagangan atau perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang 

bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham 

atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap 

masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan; 

e. Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, 

maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga 

lainnya, beserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan 

itu; 

f. Sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman 

yang dilakukan negara-negara asing. 

 

Disamping itu karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat 

dieksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak 

untuk mengalihkan kepemilikan atas hak cipta sebagaimana yang termuat pada 

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Pengalihan hak cipta dapat dilakukan seperti misalnya dengan cara penyerahan 
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(assignment) hak cipta tersebut atau dengan memberikan lisensi untuk 

penggunaan karya hak cipta. 

 

Bila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan 

keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang 

dialihkan kepada penerima hak/pemegang hak cipta dalam jangka waktu yang 

telah disetujui bersama. Lain halnya, jika pengalihan hak cipta dilakukan dengan 

lisensi, pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang 

dialihkan kepada pemegang hak cipta.26 

 

Pengaturan hak cipta memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut : 27 

a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya, 

perlindungan hukum hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui 

proses konkretisasi dan asli-menunjukkan identitas penciptanya. 

 
b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya, hak cipta diberi 

perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan. Hal itu sejalan dengan stelsel 

yang digunakan dalam hak cipta, yaitu deklaratif. 

 
c. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta. 

 

d. Hak cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang 

harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan. 

 
e. Hak cipta bukanlah hak mutlak (absolut), melainkan hak eksklusif. Artinya, 

hanya Pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin Penciptanya. 

 

                                                           
26 Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult- Tomi Suryo Utomo, op.cit, hlm, 115. 
27

 Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, 2010, Hak Kekayaan Intelektual : 

Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-Undang Yang Berlaku, Oase media, Bandung, 

hlm. 45- 46.    
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Meskipun pendaftaran bukan keharusan, namun diperlukan untuk kepentingan 

pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya hak cipta 

didaftarkan ke Dirjen HKI. 

 

E. Pembatasan Hak Cipta 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat mengenai 

pembatasan perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk kategori sebagai 

pelanggaran hak cipta, yaitu pada Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta yang 

meliputi perbuatan : 

f. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang 

negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; 

g. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala 

sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali 

dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada 

ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan 

pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan; 

h. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor 

berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya 

dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau 

i. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi 

informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau 

menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut 

menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. 
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j. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pemdistribusian potret presiden, wakil 

presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, 

pimpinan Lembaga negara, pimpinan kementrian/Lembaga pemerintah non 

kementrian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan 

kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Disamping itu pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta 

apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan 

terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan 

sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, 

kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan 

kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Kepentingan yang wajar dari 

Penciptanya memiliki maksud yaitu suatu kepentingan yang didasarkan pada 

keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.28 Ketentuan 

tersebut terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut: 

Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan 

kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang 

wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 

 

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan, 

bahwa setiap orang yang menggandakan, mengumumkan, dan mendistribusikan 

sebuah ciptaan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret 

atau ahli warisnya. 

                                                           
28 Sophar Maru Hutagalung, op.cit., hlm.21. 
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F. Pelanggaran Hak Cipta 

 

Perbuatan bisa  dianggap sebagai  pelanggaran hak cipta apabila mengarah pada 

pelanggaran hak ekslusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.29  Untuk  terjadinya  

pelanggaran,  harus  ada  kesamaan  antara  dua ciptaan yang ada. Namun, 

Pencipta atau Pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah 

dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya untuk membuktikan adanya 

hak yang dilanggar. Hak cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi 

independen, dalam hal ini masing-masing Pencipta akan memperoleh hak cipta 

atas karya mereka.30 Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, 

mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh 

ciptaan orang lain, tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, atau yang 

dilarang undang-undang, atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang 

artinya undang-undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena:31 

a.  Merugikan Pencipta/ Pemegang Hak Cipta, misalnya menggandakan sebagian 

ciptaan orang lain kemudian dijual belikan kepada masyarakat; atau 

b. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang 

bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan atau 

keamanan; atau 

 
c. Bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, misalnya memperbanyak 

dan menjual Video Compact Disc (VCD) porno. 

 

                                                           
29

 Sudaryat-Sudjana-Ratna Permata, op.cit., hlm. 52. 

` 30 Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult- Tomi Suryo Utomo, Op.cit, hlm, 122.
 

31
 Abdul Kadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 219. 
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Perbuatan pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada 2 (dua) kelompok, yaitu:32 

a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan, 

atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran antara lain 

melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin 

untuk setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di 

bidang pertahanan dan kemanan negara, kesusilaan dan ketertiban umum. 

 
b. Dengan sengaja memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum 

suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. 

 

Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap suatu hak 

cipta adalah saat seseorang:33 

a. Memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain 

untuk melanggar hak cipta. 

 
b. Memiliki hubungan dagang/komersial dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan 

yang dilindungi hak cipta. 

 
c. Mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk 

dijual eceran atau didistribusikan. 

 
d. Memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai 

tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak 

cipta. 

 

Jika menemukan pelanggaran hak cipta, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta 

tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan sementara ke pengadilan niaga, 

mengajuka gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga, serta melaporkan pelanggaran 

                                                           
32 Ibid, 212. 

 33 Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult- Tomi Suryo Utomo, op.cit, hlm, 123
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tersebut kepada penyidik dari Polri dan/atau PPNS Dirjen HKI.34 
Mengingat 

bahwa didalam hak cipta terkandung dua hak pokok yaitu hak ekonomi dan hak 

moral, yang mana hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat 

ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, dan hak moral merupakan hak yang 

melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus 

tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.35 Maka 

pelanggaran yang dilakukan tidak menutup kemungkinan untuk melanggar dua 

hak tersebut. 

 

1. Pelanggaran Hak Moral 

Hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi seeagaimana yang tertulis di 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral 

merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral meliputi 

Hak Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk 

melarang orang lain merubah ciptaan termasuk judul ataupun anak judul 

ciptaannya.36  Hal tersebut tercantum dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, sebagi berikut : 

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat 

secara abadi pada diri Pencipta untuk : 

a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan 

sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; 

b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 

                                                           
34 Sudaryat-Sudjana-Ratna Permata, op.cit., hlm. 54. 

 35 Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115.
 

36 Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 47. 
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c.  Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 

d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; 

e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, 

modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau 

reputasinya. 

 

Hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak paternity atau right of paternity 

yang esensinya mewajibkan nama Pencipta disebut atau dicantumkan dalam 

dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak 

dicantumkan namanya atau dipertahankan pengguna nama samarannya.37 

 

Hak lainnya dikenal dengan right of integrity, yang jabarannya menyangkut 

segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat 

Pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk 

larangan untuk mengubah, mengurangi, merusak, ciptaan harus tetap utuh sesuai 

dengan ciptaan aslinya. 

 

Rumusan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak moral tidak dinyatakan dalam 

ketentuan dalam sanksi pidana seperti yang sekarang ini dilakukan dalam 

Undang-Undang Hak Cipta., tetapi menjadi pasal tersendiri, misalnya yang 

menyangkut larangan-larangan (don’t do) dalam lingkup right of paternity dan 

lingkup right of integrity. Norma-norma larangan seperti itu sesungguhnya 

merupakan jabaran langsung dari sikap perlindungan, disamping sikap pengakuan 

dan penghormatan terhadap hak moral Pencipta.38 

                                                           
37 Ibid, hlm. 16. 
38 Ibid, hlm. 329. 
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2. Pelanggaran Hak Ekonomi 

Yang terkandung dalam hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan 

(perfoming rights) dan hak untuk memperbanyak (mechanical rights).39 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan pengumuman 

adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat 

apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun 

sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan 

memperbanyak dapat diartikan sebagai perbuatan menggandakan. Menggandakan 

memiliki arti melipatkan beberapa kali atau memperbanyak. Berdasarkan Undang-

Undang Hak Cipta penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara 

menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan 

dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. 

 

Undang-Undang Hak Cipta menyatakan hak ekonomi merupakan hak eksklusif 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas 

ciptaan. Secara umumnya setiap negara, minimal mengenal dan mengatur hak 

ekonomi yang meliputi jenis hak sebagai berikut:40 

a. Hak reproduksi atau pengadaan 

b. Hak Adaptasi 

c. Hak Distribusi 

d. Hak Pertunjukan 

e. Hak Penyiaran 

f. Hak program Kabel 

                                                           
39 Ibid, hlm. 47. 
40 Sophar Maru Hutagaung, op.cit., hlm. 336.  
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g. Droit de Suite 

h. Hak Pinjam Masyarakat 

 

Hak-hak yang terkandung dalam hak ekonomi tersebut juga termuat dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Pasal 9, yang 

mana Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk 

melakukan: 

a. Penerbitan ciptaan 

b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya 

c. Penerjemahan ciptaan 

d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan 

e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya 

f. Pertunjukan ciptaan 

g. Pengumuman ciptaan 

h. Komunikasi ciptaan 

i. Penyewaan ciptaan. 

 

Melakukan perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta wajib mendapatkan izin terlebih dahulu 

dari Pencipta atau Pemegang Hak cipta. Apabila tidak memiliki izin dari Pencipta 

maka tidak diperbolehkan untuk melakukan penggandaan atau penggunaan 

ciptaan untuk kepentingan komersial. Hal tersebut seperti yang termuat dalam 

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut: 

Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang 

melakukan Penggandaan dan/atau Pengguaan secara komersial ciptaan. 
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Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka pelanggaran terhadap hak ekonomi 

sifatnya lebih kepada perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dari suatu ciptaan 

yang digunakan untuk kepentingan komersial, tanpa hak dan/atau izin dari 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta menetapkan pelanggaran hak ekonomi dijatuhi ketentuan 

sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 112 sampai Pasal 119. 

 

G. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta 

 

Pelanggaran hak cipta dapat berupa pelanggaran hak moral atau pelanggaran hak 

ekonomi, maka mekanisme pengajuan gugatan dan penegakan hukumnya secara 

menyeluruh juga harus diatur untuk memfasilitasi keinginan Pencipta mengajukan 

gugatan pelanggaran hak moral atau ekonomi. 

 

Meskipun hak cipta seluruhnya atau sebagian diserahkan kepada pihak lain, hal 

ini tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut seseorang 

yang dinilai merugikan Pencipta. terutama apabila pihak lain melakukan tindakan 

yang merugikan hak-hak moral yang melekat pada Pencipta. Sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yang berbunyi : 

Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi 

hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan 

sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral 

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1. 

 

Undang-Undang Hak Cipta terdapat pillihan bagaimana penyelesaian hukum bagi 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang haknya dilanggar oleh pihak lain. 
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Mekanisme penyelesaian bagi Pencipta yang ingin mempertahankan haknya dapat 

melalui : 

a. Gugatan Perdata, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan 

gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya 

dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil 

perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada 

pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian 

penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, 

pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. 

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang 

lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, HKI dapat memerintahkan 

pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan 

ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Pelanggaran 

atas hak moral tetap dapat diajukan oleh Pencipta atau ahli warisnya bila 

Pencipta telah meninggal dunia. 

b. Tuntutan pidana, ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 

112 sampai Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan 

pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan 

tuntutan pidana. 

c. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR 

(Altenative Dispute Resolution) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, 

dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang 

yang berlaku. 
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Sengketa   perdata   yang   timbul   jika   berkenaan   dengan permasalahan 

ekonomi yang meliputi gugatan ganti rugi maka akan ditangani oleh Pengadilan 

Niaga. Karena hanya Pengadilan Niaga yang berwenang untuk melakukan 

penyelesaian sengketa hak cipta, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 95 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebelumnya, masalah 

paten, merek, dan hak cipta diurus Pengadilan Negeri. Namun, Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2001 mengenai Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 mengenai Merek, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai 

Hak Cipta menyatakan bahwa penyelesaian HKI dilakukan oleh Pengadilan 

Niaga.41 

 

Penyelesaian perkara hak cipta melalui Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 100 

dan Pasal 101 Undang-Undang Hak Cipta. Gugatan atas pelanggaran hak cipta 

diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera mendaftarkan gugatan pada 

tanggal gugatan yang diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima 

tertulis yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. Panitera 

menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga, kemudian Pengadilan 

Niaga menetapkan hari sidang. 

 

Penyelesaian sengketa hak cipta tidak hanya melalui Pengadilan Niaga, melainkan 

dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase seperti 

yang sudah dikatakan sebelumnya, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 95 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: 

                                                           

 41 Adrian Sutedi, op.cit., hlm. 183.
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Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian 

sengketa, arbitrase, atau pengadilan. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penyelesaian sengketa hak cipta pada 

dasarnya dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase 

terlebih dahulu sebelum ke pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan 

atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, 

ataupun arbitrase. Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui 

pertemuan langsung para pihak yang bersengketa. Apabila secara negosiasi tidak 

dicapai kesepakatan, ditempuh cara mediasi, yaitu dicari pihak ketiga yang netral 

untuk menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga tidak hanya memfasilitasi para pihak 

dalam mencari solusi atau penyelesaian perkara, tetapi juga mencarikan solusi 

dalam penyelesaian sengketa. Terlibatnya pihak ketiga yang netral tidak hanya 

ada dalam proses mediasi, tetapi juga dalam proses konsiliasi. Namun, pihak 

ketiga tersebut, yaitu konsiliator, hanya memfasilitasi para pihak. Ketiga sifat 

putusan penyelesaian sengketa secara negosiasi, mediasi dan konsiliasi bukan 

merupakan putusan akhir dan final, tetapi dapat saja perkara tersebut muncul 

kembali pada saat para pihak tidak mematuhi hasil negosiasi, mediasi, dan 

konsiliasi.42 

 

Upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase hamper sama dengan pengadilan, 

muncul sebagai Lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang 

kemudian banyak diminati. Melalui putusan yang bersifat final and binding (akhir 

dan mengikat), banyak yang menggunakan lembaga arbitrase. Namun, untuk 

                                                           

 42 Sudaryat-Sudjana-Ratna Permata, op.cit., hlm. 206 dan 207. 
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menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase, dibutuhkan klausula arbitrase 

(penunjukkan lembaga arbitrase dalam perjanjian) atau perjanjian arbitrase (para 

pihak tidak menunjuk lembaga arbitrase dalam perjanjian, tetapi ketika masalah 

tersebut terjadi, para pihak sepakat untuk membuat perjanjian agar masalah 

diselesaikan melalui lembaga arbitrase).43 

 

Klausula arbitrase ditentukan dalam perjanjian sebelum sengketa terjadi. 

Sebaliknya, perjanjian arbitrase dibuat setelah sengketa terjadi. Apabila tidak ada 

klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase yang menunjuk lembaga arbitrase 

dalam penyelesaian sengketa, lembaga arbitrase tidak berwenang menyelesaikan 

perkara tersebut.44 Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase juga 

mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya adalah dijamin kerahasiaan sengketa 

para pihak. Hal tersebut karena keputusannya tidak dipublikasikan. Perlu 

diketahui bahwa putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah 

memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.45 

 

Penyelesaian sengketa hak cipta tidak hanya melalui upaya administratif di 

Pengadilan Niaga dan lembaga arbitrase serta upaya alternatif penyelesaian 

sengketa, melainkan pihak yang dirugikan juga dapat melakukan upaya berupa 

mengajukan permohonan penetapan sementara yang diajukan ke Pengadilan 

Niaga sebelum perkara pelanggaran diproses. Upaya penetapan sementara tersebut 

dapat berupa penetapan sementara untuk:46 

                                                           
43 Ibid. 
44 Ibid. 

 45 Ermansyah Djaja, 2009, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 

hlm. 498. 

46 Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak 

terkait ke jalur perdagangan 

b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang 

berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut 

c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar 

d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. 
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SENGKETA 

 (Proses Pembatalan Hak Cipta atas nama Rekson KSBSI) 

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pdt-Sus/Hak Cipta/PN.NIAGA Jkt. PST/2013 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pst.Sus-HKI/2013 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 

 

 

H. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Muchtar 

Pakpahan, SH., M.A 

Seni Gambar Logo 

SBSI 

Rekson Silaban 

(Presiden KSBSI 2003-2011) 
 

Tahun 1992 menciptakan 

seni gambar logo SBSI 

dalam pertemuan buruh 

nasional 

 

Tahun 2004 Rekson Silaban 

mendaftarkan Logo SBSI 

dengan judul “KSBSI” di Dirjen 

HKI Dept Hukum & HAM 

Nomor 028742 

 2013 Dr. Muctar Pakpahan , SH., 

M.A mendaftarkan seni gambar 

logo SBSI di Dirjen HKI Dept 

Hukum & HAM (ditolak) 

 

Tahun 2011 Rekson Silaban 

mengalihkan hak cipta seni 

gambar logo kepada Mudhofir 

 

Pertimbanagan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor  75 PK/Pdt.Sus-

HKI/2016 

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 

 



47 
 

Keterangan :  

Kasus ini bermula ketika Rekson Silaban, pada tahun 2004 sebagai Presiden dari 

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera (KSBSI) mendaftarakan logo organisasi ke 

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Depertemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Permohonan tersebut telah di daftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan 

dibawah Nomor 028742 Rekson Silaban Sebagai Pencipta dan Pemegang Hak 

Cipta atas seni gambar logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Pada tahun 

2011 Rekson Silaban mengalihkan hak cipta atas seni gambar logo tersebut 

kepada Presiden KSBSI yang baru, Mudhofir. Pengalihan tersebut dilakukan 

dengan akta notaris. 

 

Penciptanya adalah Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A dalam pertemuan buruh 

nasional di Wisama Cipayung, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 24-16 April 1992 

dengan bukti-bukti yang ada. Tetapi, sejak awal mendaftarkan seni gambar logo 

SBSI ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga pengalihan hak cipta 

kepada presiden KSBSI yang baru, Mudhofir. Rekson Silaban tidak pernah 

melakukan koordiansi apapun dengan Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A selaku 

Pencipta atas seni gambar logo SBSI. 

 

Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A baru mengetahui bahwa ciptaannya telah 

terdaftar melalui petikan hak cipta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Hak 

Kekayaan Intelektual Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 6 

Februari 2013 Nomor HKI.2-HI.01.07-06. Setelah mengetahui bahwa ciptaan nya 

telah di daftarkan oleh Rekson Silaban maka  Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A 

melakukan upaya hukum yaitu dengan melakukan gugatan perdata terhadap 
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Rekson Silaban di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negri Jakarta Pusat, perkara 

tersebut dimenangkan oleh Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A dalam pengadilan 

tingkat pertama. Setelahnya, Dewan Eksekutif Nasional, Konfedrasi Serikat  

Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI) dan  10 (sepuluh) Federasi Buruh lain 

nya yang tergabung dalam Konfedrasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) 

sebagai pihak tergugat yang dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam 

pengadilan tingkat pertama, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku bahwa upaya hukum terhadap putusan Pengadilan 

Niaga tentang hak cipta adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, pada tahap 

kasasi ini pun, Mahkamah Agung tetap memenangkan Dr. Muchtar Pakpahan, 

S.H., M.A.  

 

Paska perkara tersebut, Dewan Eksekutif Nasional, Konfedrasi Serikat Buruh 

Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI) masih menggunakan seni gambar logo Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) ciptaan Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. 

demi kepentingan organisasi nya tanpa izin lisensi dari Pencipta seni gambar logo 

tersebut. Hal tersebut dianggap sangat merugikan Pencipta baik moril maupun 

materil. Akhirnya membuat Pincipta untuk kembali menempuh jalur hukum 

dengan menggugat secara perdata di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negri 

Jakarta Pusat karena melanggar hak cipta berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta : 

1. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada 

Pengadilan Niaga atas Pelarangan Hak Ciptaannya dan meminta terhadap 

benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan Ciptaan itu.  
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2.  Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar  

memerintahkan menyerahkan seluruh atau sebagaian penghasilan yang 

diperoleh dari peyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau 

pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.  

3. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang 

lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan 

pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan atau 

perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak 

Cipta.    

 

 Pengadilan menolak gugatan tersebut. Setelahnya, Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., 

M.A. mengajukan kasasi sesuai ketentuan yang berlaku dan akhirnya 

memenangkannya. Pihak tergugat, DEN KSBSI mengajukan peninjauan kembali 

PK ke Mahkamah Agung namun ditolak. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum 

yang mengkaji implementasi hukum tertulis. Penelitian ini mengkaji kesesuaian 

antara isi putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan 

bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan 

dengan perlindungan hak cipta. 

 

B. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif 

bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memproleh gambaran (deskripsi) lengkap 

tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu 

yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu untuk 

memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai perlindungan hak cipta. 

 

C. Pendekatan Masalah 

 

Upaya-upaya yang dilakukan dalam membahas dan memecahkan masalah-

masalah yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode 

pendekatan-normatif terapan judicial case study yaitu pendekatan studi kasus 
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hukum karena konflik yang diselesaikan melalui pengadilan (yurisprudensi).47 

Dalam penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/Pdt.Sus-

HKI/2016. 

 

D. Sumber Data dan Jenis Data 

 

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari : 

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan penelitian dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh 

penulis, antara lain sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta 

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan 

bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami 

bahan hukum primer, seperti buku-buku mengenai  hak  cipta dan jurnal 

hukum mengenai hak cipta dan norma-norma hukum yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan informasi, 

petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum 

                                                           
47 Abdulkadir Muhammad, 2004,  Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti. 

Bandung, hlm 149 
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sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media massa 

serta pencarian melalui browsing. 48 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan langkah : 

1. Studi pustaka, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari 

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta di butuhkan dalam 

penelitian hukum normatif.49 

2. Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak 

tertentu.50 Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji 

putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016. 

 

F. Metode Pengolahan Data 

 

Metode dalam mengolah data yang sudah terkumpul adalah : 

1. Pemeriksaan data, yaitu mengkoreksi data apakah data yang terkumpul sudah 

cukup lengkap, sudah benar, dan apakah sudah sesuai sehingga data yang 

terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalah dalam 

penelitian ini. 

2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang datasecara teratur, berurutan, logis 

sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.  

                                                           
48

 Ibid. hlm 82  
49 Ibid. hlm 81 
50 Ibid. hlm 83 
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3. Sistematika data, yaitu menampilkan data menurut kerangka sistematika 

bahasa berdasarkan urutan masalah.51 

 

G. Analisis Data 

 

Analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. 

Analisis kualitatif artinya menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat 

yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Analisis secara 

komprehensif artinya menafsirkan data secara mendalam dari berbagai aspek 

sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis secara lengkap artinya menafsirkan 

data dengan tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam 

analisis.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Ibid. hlm 126 

  52 Ibid. hlm 127  



 
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses pembatalan hukum hak cipta seni gambar logo terdaftar Serikat Buruh 

Sejahtera Indonesia (SBSI) ketika Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A 

menggugat Rekson Silaban di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 

Perkara 01/Pdt-Sus/HakCipta/PN NiagaJkt.Pst dimenagkan oleh Dr. Muchtar 

Pakpahan, S.H., M.A. Rekson Silaban mengajukan kasasi di Mahkamah 

Agung dengan Nomor Perkara 444/K/Pdt.Sus-HKI/2013 namun ditolak. 

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) paska putusan kasasi 

masih tetap menggunakan seni gambar logo SBSI tanpa izin dari Dr. Muchtar 

Pakpahan, S.H., M.A.  

Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A menggugat DEN KSBSI karena diduga 

melakukan pelanggaran hak cipta di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan 

Nomor Perkara 69/PDT.SUS-HAK CIPTA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST 

gugatan tersebut ditolak. 

Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A mengajukan permohonan kasasi dengan 

Nomor Perkara 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan diterima oleh Mahkamah 

Agung. DEN KSBSI melakukan upaya hukum luar biasa permohonan 

peninjauan kembali dengan Nomor Perkara 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 namun 

ditolak.   



 
 

2. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 75 

PK/Pdt.Sus-HKI/2016 bahwa tidak terdapat adanya kekhilafan atau 

kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris yang mengabulkan kasasi 

Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali karena 

berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Nomor 

01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 444 

K/Pdt.Sus/HKI/2013, Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan 

Kembali telah dinyatakan sebagai pencipta Logo SBSI. Bahwa bukti-bukti 

yang diajukan dalam permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi 

kualitas sebagai novum yang dapat membatalkan putusan Judex Juris. 

3. Akibat pembatalan hukum terhadap hak cipta seni gambar logo, hakim 

Mahkamah Agung  yang membenarkan judex juris  dan menolak permohonan 

peninjauan kembali Dewan Eksekutuf Nasional Konfederasi Serikat Buruh 

Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI) karena tidak memenuhi novum, memberi 

legitimasi Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A  sebagai pencipta seni gambar 

logo SBSI dan mendapatkan perlindungan hukum, Konfederasi Serikat Buruh 

Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan 10 (sepuluh) Federasi di dalamnya sebagai 

pemohon Peninjauan Kembali dahulu termohon kasasi/tergugat tidak dapat 

menggunakan lagi logo tersebut dalam kegiatan organisasinya tanpa izin 

lisensi dari pencipta logo tersebut yaitu Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A.  
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